
WAUKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 32 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 40 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASI, RINCIAN 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

Menimbaog 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pcrubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kornun.ikasi dan 

[nforrnatika maka Peraturan Wallkota Madiun Nomor 40 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organfaasi, 

Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tat.a Kerja Dinas 

Komunikasi dan lnformatika dipandang sudah ridak 

sesuai sehingga perlu diubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraru:ran Walikota 

Madiun tentang Pen1bahan Atas Peraturan Walikota 

Madlun Nomor 40 Tahuo 2016 lentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Rincian Togas dan J?ungsi, Serra 

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika ; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahuo 2014 lent.ang 

Pemerintahan Daerah sebagaimaoa telah diubah 

beberapa kali terakhir dengao Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 
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4. Peraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daorah ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.h ; 

6. Peraturan Daerah Kola Mactiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab; 

7. Peraturan Daerah Kota Mactiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembenlukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraluran Walikota Madiuo Nomor 40 Tahun 2016 ten tang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rinciao Togas dan 

Fungsi, Serta Tat.a Kerja Dinas Komunikasi dan 

lnformalika ; 

MEMUTOSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBABAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 40 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDOKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RlNCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Pcratur-clll Walikota Madiun 

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunao 

Organisasi. Rincian Togas dan Fungsi, serca Tata Kerja 

Dinas Komunikasi dan Jnformalika (Berita Dacrah Kota 

Mactiun Tahun 2016 Nomor 40/G), diubah sebaga.i borikut : 

1. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 ctisisipkan 

l (salu) huruI yakni huruI n, sehlngga Pasal 5 secara 

kcseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

(l) Sekrctariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat ( L} huruf b mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan pelayanan adminislrasi kepada seroua 

unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan 

ad.ministra.si umum, keuangan, perencanaan, 

kepegawaian dan rumah tangga. 
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(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud 

pada ayat (1), Sekretariat meropuayai fungsi: 

a.. perumusan kebijakan teknis, penyusunan 

perencanaan program kerja dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program 

kegiatan dan penyelenggaraan rugas-tugas Bidang 

secara terpadu dan rugas pelayanan administratif; 

c. pengelolaan administrasi umum, rumah cangga, 

dan perlengkapan; 

d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan 

di lingkungan Dinas ; 

e. penge1olaan administrasi dan pembinaan 

kepegawa.ian di lingkungan Dinas ; 

f. pelaksanaan adroinistrasi keuangan dan 

pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ; 

fl. penyusunan rencana program, 

pelaksanaan/pengadaan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana di lingkungan clinas ; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberlkan ol.eh Kepala Dinas. 

2. Diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 7 clisisipkan 

l (satu) huruf yakni huruf hl, sehingga PasaJ 7 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal7 

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud daJam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub 

Bagian Umum dan Keuangan; 

b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata 

kearsipan; 
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c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan 

Kantor; 
d. melakukan urusan kehumasan, prolokoler, 

upacara dan rapat di.nas ; 

e. melakukan urusan pengend.alian 1.aca usaha 

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pengadministrasian dan perawatan barang-barang 

inventaris d.inas sesuai ketenruan perundang

undaogan ; 

f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan ; 

g. melaksanakan adm.inistrasi dan pembayaran gaji 

pegawai; 

h. mengkoordinasikan dan menghimpuo bahan

bahan uotuk keperluan penyusunan dolrumen 

yang memuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran 

serta perubahannya di lingkungan Dinas ; 

h 1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, 

melaksaoakan / mengadakan dan memelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan 

la melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Pereocanaan dan Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal (11 

huruf b mempunyai tugas : 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

kerja dao evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada 

Sub Bagiao Perencanaan dan Kepegawaian ; 

b. melakukan penyusunan perencanaan program, 

evaluasi, d.an pelaporan di lingkungan Dinas ; 

c. mengkoordinasikan dao menghimpun bahan

bahan untuk keperluan penyustman dokumen 

perencaoaan dao penganggaran yang berisi 

reocana pendapatan, rencana belanja program 

dao kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD serta 

perubabannya di Jingkungan Dinas ; 
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d. menyusun, mengolah clan memelihara data 

administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang 

berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan 

Dinas ; da.n 

e. melakukan rugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

3. Ketentuan huruf f ayat (1), huruf e dan h'uruf f ayat (2), 

huruf c ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Seksi Pengelolaan lnformasi clan Statiscik sebagaimana 

dima.ksud dalarn Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai 

tugas: 

a. me1akukan penyusunan perenraoaan program, 

pela.ksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan 

tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan lnformasi dan 

Statistik ; 

b. menyiapkan bahan perumusan, penyusuoan 

oorma, stander, prosedur clan kriteria, dan 

pemberian bimbingao tekois dan supervisi pada 

Seksi Pengelolaan lnfonnasi dao Statistik ; 

c. mcnyiapkao bahao penyusunan standarisasi 

pertukaran informasi untu.k database informasi 

lintas sektoral ; 

d. mela.ksanakan pengumpulan dan pengolahao data 

infonnasi publik sesuai dengan ketenruan 

peraturan perundang-uodangan ; 

e. mela.ksaoakan pendokumentasian, pengldasi.likasian 

dan pemeli.haraan dokumentasi kegiatan Pemerintah 

Daerah; 

f. melaksanakao layanan dan pengolahan aduan 

masyarakat : 
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g. melakukan konfumasi dan konsultasi data yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan su.rvei sesuai dengan 

ketentuan peraturan pcrundang-undangan; 

h. mempersiapkan dolrurnen, bahan dan peralatan 

yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan 

survei bidang sosial, ekonomi, polilik, hukum dan 

Hak Asasi Manusia untuk kelanca.ran pelaksaoaan 

kegiatan; 

1. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan statistik; dan 

j. melaksanakan rugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan 

lnfonnasi dan Komunikasi Publik. 

(2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana 

di.maksud dalrun Pasal 9 ayat (J) huruf b mempunyai 

tugas: 

a. melakukan penyusunan 

pelaksaoaao kebijakan, 

tugas-tugas pada Seksi 

Publik; 

perencanaan program, 

evaluasi dan pelaporan 

Pengelolaan Komunikasi 

b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan 

nonna, standa_r, prosedur dan krlteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada 

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik : 

c. melaksanakan layanan perencanaan komunikasi 

publik dan citra positif Pemerintah Daerah; 

d. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan 

akses infonnasi bagi media dan lembaga 

komunikasi publik ; 

e_ melaksanakan penyediaao bahan infonnasi bagi 

pimpinan daerah (materi briefing notes, press 

release) ; 

r. melaksanakan layanan monitoring isu publik di 

media (medJa massa & sosial lint.as sektoral 

lingkup Nasional dan Pemerintab Daerah) ; 

g. melaksanaka.n pengelolaan hubungan deogan 

media (media relations) ; 
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h. melaksanakan penyebarluasan informasi 
kebija.kan pemerintah melalui media informasi dan 
komunilrasi ; dan 

1. melaksanakan tugas l.ain yang bersifat kedinasan 
yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan 
lnformasi dan Komunikasi Publi.k. 

(3) Seksi Pengelolaan Media Publik sebagaimana 
dimaksud dalaro Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai 
tugas: 
a. melakukan penyusunan perencanaan program, 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan 
tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Media Publi.k; 

b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan 
norma, staodar, prosedur dan kriteria, dan 

pemberian bimbingan telmis dan supervisj pada 
Seksi Pengelolaan Media Publik ; 

c. melaksanakan pengembangan sumber daya 
komunikasi publik ; 

d. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional 
roenjadi konten lokal ; 

e. melaksaaakan pembuatan konten lokal ; 
f. melaksan.akan pengelolaan saluran komunikasi 

milik Pemerintah Daerah/media internal ; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 
yang diberikan oleh Kepala Bidang Peogelolaan 
Informasi dan Kornunika!li Publi.k. 

4. Oiantara huruf j dan huruf k ayat (1) disisipkan 
8 (delapan) huruf yakni huruf j 1, huruf j2, huruf j3, huruf 
j4, huruf jS, huruf j6, huruf j7, huruf j8, ketentuan 
huruf d, hun.if h, huruf k, dan huruf l ayat (2) dihapus, 
dan keteotuan buruf d, huruf f, dan huruf g ayat (3) 
Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(I) Seksi Layanan Apli.kasi dan Tata Ketola Pemerintahan 
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat ( l) huruf a mempunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan perencanaan program, 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan 
tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan Elektronik ; 
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b. menyiapkan bahan perumusan, 
norma, standar, prosedur dan 
pemberian bimbingan teknis dan 

Seksi Layanan Aplikasi dan 
Pcmerintahan Elektronik; 

penyusunan 
kriteria, dan 

supcrvisi pada 
Tata Ketola 

c. menyiapkan bahan penyusunan standar format 
data dan informasi, walidata dan kebijakan ; 

d. melaksanakan layanan .,-ecoue,y data dan 
informasi; 

e. melaksanakan layanan pengelolaan data elcktronik 
pemerintahan; 

f. melaksanakan layaoan pengembangan dan 
pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan 
pelayanan publik yang terintegrasi ; 

g. melaksanakan layanan Pusat Application Prog.,-am 

Jnteif ace (APJ) daerah ; 
h. melaksanakan layanan pengembangan Business 

Process Reengineering pelayanan untuk 
mendukung Jayanan interoperabilitas dan 
interkonektivitas layanan publik di lingkungan 
pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholde.,

Smart City) ; 
L mclaksanakan layanan Sislem rnronnasi Sm.art 

City; 
j. melaksanakan layanan interaktif Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah Pusat ; 
jl. menyiapkan bahan perencanaan program, 

melaksanakan/ mengadakan serta memelihara 
sarana dan prasarana di layanan aplikasi dan ta.ta 
kelola pemerin tahan elektronik ; 

j2. menyiapk.an bahan penyusunan regulasi dan 
kebijakan terpadu implementasi e-Gouemment ; 

j3. melaksanakan layanan integrasi pengelolaan 
Teknologi lnformasi dan Komunikasi dan e

Governme nt ; 
j4. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi 

Tcknologi lnformasi dan Komunikasi dalam 
implementasi e-Govemment ; 

j5. melaksanakan layaoan penyediaan pra:..trana ,;!an 
sarana komunikasi pemerintah dan pengendalian 

Smart City; 
j6. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart 

City; 
j7. menyelen,ggarakan internet sehat, krcatif, inovatif 

dan produktif; 
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j8. menetapkan dan melaksanakan layanan 
pcngelolaan domain dan sub domain di Llnglrungan 
Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat ; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang bersifal kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala 8idang Pengelolaan 

Teknologi lnformasi clan Komunikasi. 

(2) Seksi Pengelolaan lnfrastruktur Teknologi lnfonnasi 

dan Komunikasi 

diroaksud dalam 

mempunyai tugas : 

dan 

Pasal 

a. melakukan peoyusunan 

pelaksanaan kebijakan, 

tugas-tugas pada Seksi 

Persandian 

12 ayat 

sebagairoana 

(1) huru! b 

perencanaan program, 

evaluasi dan pelaporan 

PengeJolaan lnfrast:ru.ktur 

Teknologi lnfonnasi dan Komunikasi dan 

Persandian; 

b.inenyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, 

standar, prosedur dan .kriteria, dan pemberian 

bimbiagan teknis dan superv1s1 pada Seksi 

Pengelo1aan lnirastruktur Teknologi lnfonnasl dan 

Korounikasi dan Persandian ; 

c. melaksa.nakan Jayanan pengembangan dan 

penyelenggaraan Dat.a Center dan Disaster Recovery 
Center; 

d.dihapus; 

e. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet 

peroerintah dan publik ; 

f. melaksanakan layanan filtering konten aegatif ; 

g. melaksanakan layanan interkoneksi. Jaringan lntra 

Pe.merin tah ; 

h.d.ihapus ; 

L melaksanakan Jayanan monitoring Lra.fik 

elektronik ; 

j. melaksanakan layanan penanganan insiden 

keamanan data dan informasi pada Sistem 

Eleklronik Pemerintah Daerah ; 

k.dihapus; 

1. dihapus; 
m. menyiapkan bahan pe.rumusan kebijakan 

persandfan dan keamanan informasi di lingkungan 

Pemerintab Daerah; 
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n . melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur di bidang persanclian dan 

keamanan inJonnasi ; 
o. melaksanakan pengelolaan proses pengiriman, 

penyimpanan, pernanfaatan penghancuran 
informasi berklasifikasi ; 

p. menyiapkan bahan pengelolaan Security Operation 
Center dalam rangka pengamanan inforrnasi dan 
komunikasi, serta melaku.kan pemuJihan data atau 
sistem jika terjacli gangguan operasional persanclian 
dan keamanan informasi ; 

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
persanclian dan pelaporan informasi ; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala. Bidang Pengelolaan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi . 

(3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi 
lnformasi dan Komuoikasi sebagaimana climaksud 
dalam PasaJ 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : 
a. melakukan penyusunan perencanaan program, 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan 
tugas-tugas pada Seksi Pengembangan Sumber 
Daya Teknologi Infonnasi dan Komunilcasi ; 

b. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan 
oonna, standar, prosedur dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada 
Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi 
lnformasi dan Komunikasi ; 

c. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas 
Sumber Daya Teknologi lnfonnasi dan 
Komunikasi; 

d. dihapus; 
e. menyi.apkan bahan kerja sama lintas Organisasi 

Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan 
lintas Pcmerintah Pusat serta non pemerintah ; 

f. dihapus; 
g. dihapus; 
h. melaksanakao layanan peodaftaran nama domain 

dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi 

kepentingan kelembagaan dan pelayanan publik ; 

dan 
1. meh:1ksanakan ttlgas l!lin yfl,ng bersiiat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepa1a Bidang Pengelolaan 
Teknologi lnformasi dan Komunikasi. 
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PasalII 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 32/G 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggaJ 14 September 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H . SUGENG RISMIYANTO, SH, M .Hwn. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a .n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u .b. 
IAN HUKUM 

''1,;.\Yt'\......Ii 
'L---:::-:::1 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 


